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PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUNZo24

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
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bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor
penggerak perekonomian daerah dalam mengelola potensi
ekonomi secara optimal menjadi ekonomi riil, guna memenuhi
hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka
mensejahterakan kehidupan masyarakat;

bahwa guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastlan
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adanya smergltas antara pemerintah, penanam modal dan
masyarakat dalam kegiatan penanaman modal di Kabupaten
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bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah
aiubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 12 ayat {2) huruf L dan huruf R
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman lamniran
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah
mengena penyelenggaraan penanaman modal di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 200D tentans Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
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Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054) sebagaJmana
telaly beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cinta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor A855):

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Sceh JZI;&, r.':.u‘uuya.u,u nasau L\aya Qart n&uugdwn ACEen
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lemharan Nagara Nomaor 4170,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62,
Tambahan Lembarain Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
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terakhir dengan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganu Undang-Undang
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor b330);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Clpta Kelja menjadl Undang-
Uildang {LCMbarain Negaia REpubilk ndonesia Tainun ZUZ3
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856) p

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 63. Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
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Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negala Repubhk Indonesia Nomor 6617 )

reraturan  remeriialh Nemor ¢ Tanun  Z20Z1 enang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618j;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintn  {l.embaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 22 1);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang

Tlooatbhn Dananmasnan Madal (T nenhaenea Maoawen DovartTh ity Taad v nedin

o aelmd e & o lAvAlAdRLLlTARL AV AL “_-‘.r.t-;um.;;..@ A:"bhuw L\vy A draadh aiiiaasd aURDARA

Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan
aias reraturan rreswien Nomor 10 Tahun ZUZ1 tentang Didang
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indnnesia Tahun 2012 Nomor 754):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
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Menetapkan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Dinas Penanaman Maodal dan Pelavanan Terpadu Satu Pinty
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

15. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

RART
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaien Acelh Barat Daya yang selanjutnya disebut
Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum vang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam asistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh SCoTang vupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya
disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya
disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Labunaten Foris! bendint Eues [Sihoreh. welit
perangkat daerah kabupaten.

4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati
adaich kepala pemeriniah daerah Kabupaten yang dipilih

melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang

selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

(DPRK) adalah unsur penvelenggara nemerintahan kabusates

yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
madal, baik penanaman mods! dalam H€geil maupun penanam
modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara
Republik Indonesia.

7. Pénanam tiscdal adaldh perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam
modal dalam negeri atau penanam modal asing.

o. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang
bukan uang yang dimiliki penanam modal yang mempunyai
nilai ekonomis.

9. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha

dan fatan Lacdadin— T Sy e s
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Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha
berdassarkan hncl(gf rigileo lzamgfpn naaha

Investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah
dana dan/ atau barang milik kabupaten oleh pemerintah
kabupaten dalam jangka panjang uuniuk investas) pembeiian
surat berharga atau investasi langsung yang mampu
mengembalikan mnilai pokok ditambah dengan manfaat
ekonomi, sosiai, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu.

Pengelola investasi pemerintah kabupaten selanjutnva disebut
pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah

selaku Bendahara Umum Daerah.

. Penasihat invectasi adalah far\c\ﬁq ﬂr(\fgt\a(\nr“ don indememden

[ e ra e

yang memberi nasehat kepada pemerintah kabupaten
mengenai pelaksanaan investasi pemerintah kabupaten.
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kepemilikan pemerintah kabupaten baik sebagian atau
keseluruhan kepada pihak lain.

. Ferjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka

investasi surat berharga dan investasi langsung antara
pemerintah kabupaten dengan pemerintah kabupaten/kota
lainnya, badan usaha dan masyarakat.

Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha
vang melakukan usabs danfotem kegiatan pada bidang
tertentu.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
aecrang atau badan hukuam t&Upt:ldbL ucugan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

. Usaha mikro adalah usaha produkstif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktlf yang berdiri

sendivi, yang dilalmakan oleh orang percrangan dan/atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
Lagiann baik langsung waupun ugak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha
kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif vang berdiri
sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha
yang bukan menmakan anak hprnephpop atany C?-.b.’:lng
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung usaha kecil atau usaha

he Al o KN
@2y vang mmemenunl Kriteria usahia menengah  sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

.Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang yang

dilakukan olehh badan usaha dengan jumiah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan Ilebih besar dari usaha
menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau
swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan
kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pemberian insentif adslah dnkungan  dari  pemerintah

e - r.\..ccn\.u dkksaiia

kabupaten kepada penanam modal dalam rangka mendorong
peningkatan penanaman modal di kabupaten

rian  Eemudahan adalan  penyediaan lasiitas  dari
pemerintah kabupaten kepada penanam modal untuk



mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam
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kabupaten.

24. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat

nar

RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka
panjang,

25.Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten vang

selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan

Penanaman Modal jangka waktu panjang yang ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 2

Pelaksanaan penanaman modal dilakukan berdasarkan asas-asas:

&
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kepastian hukum;
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akuntabilitas;

perlakua.n yang sama dan tidak membedakan asal negara:
kebersamaan;

efesiensi berkeadilan;

berkelanjutan;

berwawasan lingkungan;

kemandirian;
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kearifan lokal

rasal 3

Tujuan penanaman modal untuk:

poop
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meningkatkan pertumbuhan kabupaten;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

menciptakan lapangan keria:

meningkatkan meningkatkan pembangunan  ekonomi
berkelanjutan;

3 g - A o ST NP SENAL d
meningleatleon  berampuan daya salong dunla usaba G
kabupaten;

menmgkatkan kapasitan dan kemampuan teknologi di
Aa_uupd.(.eu,

mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan:

mendorong kemitraan usaha antara usaha mikro. usaha kecil,
dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar; dan
mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan menggunakan dana vang heracal bail dar dalam
negeri maupun dari luar negeri.

1
Tasa: 5

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal mehputi:

0o W

® o

Kewenangan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
pemberian insentif dan pemberian kemudahan nenangman
modal;

arah kebijakan penanaman modal; dan

investasi pemerintah kabupaten

-



BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH

BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. terdiri dari:
a. pengembangan iklim penanaman modal daerah;
b. promosi penanaman modal;

C.

d.

(1)

(@)

(4)

(1)

pelavanan penanaman madal: dan
pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

S T~y S
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Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Pasal 6

Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui:

a. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
dan

b. pemberdayaan usaha.

Pengembangan potensi dan peluang _penanaman modal

sebagaiinana dimaksud pada ayai {ij huruf a, meiipud:

a. indentifikasi potensi penanaman modal di kabupaten;

b. pemetaan peluang penamanan modal di kabupaten;

C. pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman
modal di kabupaten;

d. pengunggahan pendokumentasian hasil pemetaan nehiang
penanaman modal ke dalam sistem informasi potensi
investasi daerah.

Pemberdayron weaha sebagaimena dimaksud pada ayat i1

huruf b, meliputi:

a. fasﬂlta81 pelaksanaan pembinaan manajemen usaha
Kepada usaim mikro, usaha kecii dan Kkoperasi terkait
pemberdayaan penanaman modal;

b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha antara usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi dengan usaha menengah
dan usaha besar; dan

c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikra uszha keci!
dan koperasi terkait penanaman modal.

Tata cara kegiatan pengembangan iklim penanaman modal

sebhagaimans dimsksnd pada ayat {1) dlaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

Promosi penanaman modal sehagaimana dimaksud dalamn

Pasal 5 huruf b dapat dﬂaksanakan di dalam negeri dan/atau
di luar negeri.

o _aF1



(2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(11 melinuti:

a. penerimaan kunjungan delegasi penanaman modal dari
dalam dan/atau luar negeri;

b. pengembangan sitrategi promosi penanaman modal dan
analisis sektor;

c. penyebaran informasi penanaman modal melalui
penyeienggaraan/mengikuti forum bisnis, pameran, media
serta talkshow; dan/atau

d. penyelenggaraan workshop peningkatan kemampuan

Aparatur Sipil Negara.
{(3) Tata cara kegiatan promosi penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada avat (1} dilaksanslken sesual Letentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pelayanan Penanaman Modal
Pasal 8

(1} Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat
Kabupaten yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan
hidang nenanaman madal

(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pendelegasian pelayanan
penanaman modsi daii Bupau kepada Kepaia Perangkat
Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang penanaman modal.

(3] Felayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yaitu pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.

(4) Tata cara kegiatan pelavanan penanaman modsl sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 9

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui:

a. pvemantauan;

b. pembinaan; dan

C. pengawasan.

Pasal 10

f1y ¥~
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{1j Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a, dilaksanakan terhadap penanaman modal sejak
mendapatkan perizinan berusaha. :

(4] Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan realisasi
penanaman modal dan permasalahan yang uihadapi oien

pelaku usaha. ) T



(3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dilakukan melahii npengumpulan. verifikasi dan  evaliasi

terhadap:
a. LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha;
b, lsporan keglatan kantor purwakilan oleq KFrA, RE3A,

Kantor Perwakilan BUJKA dan KPA Migas; dan
c. laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang
disanpalkan oien peiaku usahna.

Pasal 11

Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

b dilaksanakan melalui:

a. sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi
mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal secara
hf—\rlrp?a;

b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman
modal;

<. iasiilasi penyeiesalan permasalahan yang dihadapi pelaku
usaha;

d. fasilitasi percepatan realisasi investasi provek berupa
kemudahan berusaha bagi pelaku usaha; atau

€. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang
sudah memiliki nerizinan heruiasha

Pasal 12

(1} Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh
rerangkat Kabupaten sesuai kewenangannya. 4

(2) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) vang ditetapkan dengon
Keputusan Bupati.

Donsl 12

a E A

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

¢ dilaksahakan atas wsaha dan /atau kegiatan sebagai tindak

lanjut dari:

a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal:

b. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan
pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya
kewajiban dan tan ggungiawahb; otan

C. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.
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(1) Pelaksanaan kegiatan péngawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasail 13 dapat dilakukan dengan:
a. pendampingan oleh instansi pemerintah terkait yang
berwenang; dan/atau |
D. bekerjasama dengan profesi yang memiliki sertifikat
keahlian dibidang pengawasan sesuai dengan bidang vang
diperlukan.
{(2) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan

Koaniitiiann Dasennit
LGt
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Pasal 15

Tata acara pengendalian pelaksanaan penanaman modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai

Ead = 2o7 5 55 Y R T VPP
ketentuan peraturan per UnGang-uncaingaii.

BAB 11
HAAK,REWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Hak Penanaman Modal

Pasal 16

Setiap penanam meoda! berhak mendapal:

a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang
djjaiaiikail;

¢. hak pelayanan; dan

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penanam Modal
Pasal 17
Setiap penanam modal berkewajiban:
o, Inenerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik;
melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan:
membuat laporan kegiatan penanaman  modal  Aaon
menyampaikan kepada  lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman
maodal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi

kegiatan usaha penanaman modal; dan
2. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

o R

Bagian Ketiga
‘fanggungjawab Penanaman Modal

Pasal 1R

Setiap penanam modal bertanggungjawab:

a. menjamin teraadianys mods! yang Lersuinver dart yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b, ESnduzguwg dam menyeciesaikan segala kewajiban dan

kerugian jika penanam modal menghentikan  atau
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanva secora
sepinak sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;

¢. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah
praktek monopoli dan hal 1ain Fang merugilian fisgara;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

€. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan

Lkasainhtaramnm melrcto. A, .
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f.  mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

> )
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BAB IV

7 3 ART EFTRm pyoww— o o o4 e
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAR

PENANAMAN MODAL
Pasai 19

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan
Kemudanan kepada penanam modal di kabupaten.

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada
penanam modal di kabupaten sehagaimana dimakand pads
ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenal pemberien nscntif dan peinerian
kemudahan penanaman modal di kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

o
1rupcit.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 20

Penyelenggaraan penanaman modal di kabupaten mengacu

pada arah perencanasn penanaman modal RUTM Kavupaten

dan RUPM provinsi serta memprioritaskan pengembangan

potensi kabupaten.

Penyelenggaraan penanaman di kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RUPMK.

Arah kebijakan Penanaman Modal dalam RUPMK meliputi:

a. perbaikan iklim penanaman modal;

b. persebaran penanaman modal dan pengembangan kawasan
strategis industri terpadu;

¢. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;

d. peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;

T, ponanaman wodal yang beiwawasan lingkungan (green
investment);

f. pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi
(UMKM];

8 pemberian fasilitasi, kemudahan dan [/atau insentif
penanaman modal:

h. promosi penanaman modatl.

Penyelenggaraan wurusan pemerintahan bidang penanam.

modal di kabupaeten sebagaimana dimaksud dalain Tasal 5

berpedoman pada RUPMK.

T AT o ovY

BDAD VI

INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Bupati memilils kewenangan dalam peiigeiolaan investasi
pemerintah kabupaten.

Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah kabupaten
sehagaimana diimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. regulasi;



b. operasional; dan
¢, supervisi
(3) Pengelolaan investasi pemerintah kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola investasi.
4] Kewenangan pengéiolaan investasi pemerintah kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pengelolaan investasi pemerintah kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. perencanaan investasi:
b. pelaksanaan investasi;
¢. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan

anggaran daon pertangsungiawaban investasl pemeriniah
kabupaten;
d. divestasi;
& Plligawasaii.
Pasal 22

Investasi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (5) dapat dilaksanakan dalam hal:

a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten diperkirakan
surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Qanun tentang

Anggaran don Pendapetan Belenda Habupaten;
b. terdapat barang milik kabupaten yang tidak digunakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan

ATt T £
Gical Dujraci.

Bagian Kedua
Perencanaan Investasi

Pasal 23

(1} Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah

o cun L‘xf“ } T rm ol e s Ve o Famrmicdiin ol
k@.b‘-.lpf_";;:.._'; AT u‘.vu;.lu,inuﬁi GV ISUaSE.

(2) Analisis investasi pemerintah kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasehat Investasi
Pemneriniain Kabupaten.

(3) Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bu nati.

Bagian Ketiga
Pelaksanann Inveataad

Pasal 24

(1) Pelaksanaan investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b, dilaksanakan oleh
pengeiola investast dan dapat diimpahkan pelaksahaannya
kepada Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sehagaimona
dimaksud pada ayat {1} sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

[3) Pelaksanaan investasi Pemerintah Habupalen sebagaunana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi
antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.

%) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dilaporkan kepada Bupati.



Daanl NE

A Caarias s

(1) Pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayal {ij menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah
kabupaten.

(2) Laporan kegiatan investasi pemerintah kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. laporan posisi portofolio investasi; dan
b. laporan hasil Investasi.

(3) Laporan kegiatan investasi pemerintah kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bunaty

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

e
uiiGaiigaii.

Bagian Keempat
Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran
Investasi Pemerintah Kabupaten

Pasal 26

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran
dan Pertanggungjawaban Anggaran Investasi Pemerintah Daerah
sehagaimana dimaksud daiam Pasai 21 ayat (5) huruf c
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Divestasi
Pasal 27
3 : - = rrYnganmdoam At taiaTomon oot ool
{1} Dalam hol investasi pemerintah kabupaten diparkirakan rugi,

Pemerintah Kabupaten melakukan divestasi.

(2) Divestasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan hasii analisis penasehat investasi.

(3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penjualan surat berharga; dan/atau
b. penjualan kepemilikan Pemerintah Kabupaten.

{4) Divestasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan
Pasail 238

(1) Pengawasan pengelolaan investasi Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5} huruf e
dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang membidangi
bengawsasan,

(2} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemantauan dan pengendalian.

Oy TX 21 ER PR L 9
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ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

-



(4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud

nada Q\"“f N d{!ﬂkﬂ‘:{pﬁ‘.r"wﬂ momyind leadoamdis o o
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perundang-undangan.

DI"LD Vit

SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

{1) Bupati memberikan sanksi administratif terhadap penanam
modal yang:
a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana
dimalecud dalam Poagl 17;
b. tidak memenuhi salah satu tanggungjawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18;

¢. mclakuKen pelanggarain yang menyebabkan kerusakan

lingkungan dan/atau membahayakan  keselamatan
masyarakat; dan/atau

d. memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh
Perangkat Kabupaten sesuai kewenangannya.

(2} Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat /1)

meliputi:

a. peringatan tertulis;

h, rvamko+q«zqn l'emoi"mv\ uszha;

C. pembekuan keglatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaiia danjatau perizinan berusaha
dan/atau fasilitas penanaman modal.

(3) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang
meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal atau Perangkat Kabupaten sesuai kewenangannyva.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf b, huruf ¢ dan huruf d dikenakan secara

v Do e
langsung terhadap pelanggeran schagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf C.

(5) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
MEmUEriKan perumbangan pengenaan sanksi administratif
atas pelanggaran yang yang dilakukan oleh penanam modal.

(6} Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Fenanaman  modal yang telan  dilaksanakan  sebeium
ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB IX
KETENTITAN PENTITIID

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, Peraturan Bupati
Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 50), dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peratiuran
Bupati ini.

Doanl 202

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

't & e, N
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Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 46 Jamuwry 2024 M
2 Rofab  1445H
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PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jin. T. Nyak Arief Nc.219 Telp. (0651) 7551377
—= BANDA ACEH 2314

PANCACITA

Nomor : 180/C2y Banda Aceh, 12 Januari 2024 2023
Sifat ! Segera 30 Jumadil Akhir 1445
Lampiran : [ (sat) EkS
Hal . Persetujuan Penandatanganan Yang Terhormat,

2 (dus) Rancangan Peraturan Pj. Bupati Aceh Barat Daya

Bupati Aceh Barat Daya.————-

di—
B Pidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7605/0OTDA
tanggal 7 November 2023 dan Nomor 100.2.2.6/8411/OTDA tanggal 4 Desember
2023 perihal Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh
Barat Daya, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupad Aceh
Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/ menandatangani Rancangan
Peraturan Bupati tentang:

a. Pedoman dan Tata Kerja Operasional Unit Intelejen, Perugas Tindak Internal
dan Asisten Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Kabupaten Aceh Barat Daya; dan

@ Penyelenggaraan Penanaman Modal.

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Demikian dan terima kasih.

1 2. GUBERNUR ACEH
f SEKRETARIS DAERAH, |

) e—
Dr. H ISKANDAR, AP, S.Sos. M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NTP. 19731223 199311 1 001
ND. No. 800.1.11.1/176, tanggal 5 Januari 2024

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

I ELIN DVITA BNS AN BINTOAS Tty SO ALSE RAT PR LT UYL AL LNAANDATANE ALY
FERBUP S PER WAL ACEH BARAT DA VAiPorseaunmn dr Menir 2 Ranpertup Peneaman Modal dece
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Nomor

¥

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 4 Desember 2023

:100.2.2.6/8411/OTDA Yth. Pj. Gubernur Aceh

Sifat : Penting di -

Lampiran :
Hal

Tembusan:

Tempat

: Persetujuan Penandatanganan Rancangan
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/17148 tanggal 23 November

2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan
hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan

persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap
Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal.

2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai

dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan
dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas
dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah
(ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

- Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui

untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat
Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan
kepala daerah sebelumnya.

- Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubemur Aceh sebagai Wakil Pemerintah

Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.
Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n.Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,

Dokumen ini tefah ditandatangani secara elekironik oleh
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 1970031699101 1001

1. Menteri Dalam Negen;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

. Sesusi dengan ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
3= menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSTE sehingga tidak diperukan tandatangan dengan stempel basah.



